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47. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan
mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki
dan/ atau menguasai data dan/ atau informasi yang
berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa gu.na
kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,
dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

48. Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tahap
Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau
pemeriksaan di sidang pengadilan.

49. Penerjemah Tersumpah yang selanjutnya disebut
Penerjemah adalah orang atau individu yang
mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan,
yang telah diangkat sumpah oleh pemerintah atau
lembaga yang berwenang.

50. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

51 . Ahli adalah seseorang yang memiliki:
a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang

dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat
tertentu; dan/ atau

b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait
dengan peristiwa pidana.

52. Keterangan Ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana
yang berupa keterangan dari Ahli pada tahap
Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau
pemeriksaan di sidang pengadilan.

53. Keluarga adalah seseorang yang memiliki hubungan
keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,
atau hubungan suami atau istri meskipun telah
bercerai, dengan orang yang terlibat dalam
suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.

54. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka wal<tu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

SK No 273603 A
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(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 kepada Penyidik.

(41 Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidik dan Penyidik Pembantu

Paragraf 1

Penyidik

Pasa1 6

(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.

(21 Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi
kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap
semua tindak pidana.

(3) Syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta
sertifikasi bagi Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:

menerima Laporan atau Pengaduan dari
seseorang mengenai adanya tindak pidana;

a-

b. mencari dan mengumpulkan serta
alat bukti;
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

SK No273606A
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d. men5ruruh berhenti seseorang dan memeriksa
surat atau tanda pengenal diri yang
bersangkutan;

e. mencari orang yang diduga melakukan tindak
pidana untuk menetapkan Tersangka;

f. melakukan Upaya Paksa;
g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi,

memotret seseorang, dan mengambil data forensik
seseorang;

h. mendatangi orang yang berhubungan dengan
tindak pidana untuk diperiksa dan didengar
keterangannya;

i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar
keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau
Tersangka;

j. melakukan penghentian Penyidikan dengan
memberitahukan kepada Penuntut Umum;

k. melakukan penyelesaian perkara melalui
mekanisme Keadilan Restoratif;

L menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
m. menerima pengakuan bersalah;
n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas

dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus
perempuan dan kelompok rentan; dan

o. melakukan tindakan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(21 PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang
berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar
hukumnya.

(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas
dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan
pengawasan Penyidik Polri.

(41 PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan
Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas
perkara kepada Penuntut Umum.

(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di
Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib
menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 16

(1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:

a. pengolahan tempat kejadian perkara;

b. pengamatan;

c. wawancara;

d. pembuntutan;

e. penyamaran;

f. pembelianterselubung;

g. penyerahan di bawah pengawasan;

h. pelacakan;

i. penelitian dan analisis dokumen;
j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk

memperoleh keterangan; dan/atau
k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

l2l Sasaran Penyelidikan meliputi:

a. orang;

b. benda atau barang;

c. tempat;

d. peristiwa/kejadian; dan/atau
e. kegiatan.

Pasal 17

(1) Sebelum melakukan Penyelidikan, Penyelidik wajib
membuat rencana Penyelidikan.

(21 Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) diajukan oleh Penyelidik kepada Penyidik.
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(21 Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat
menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk
membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka
lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.

(3) Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasi
dengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita
acara.

(4) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat
menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan
dituangkan dalam berita acara.

(5) Dalam menerima pengaluan bersalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi
dengan Penuntut Umum.

Pasal 23

(l ) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu
juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau
Penyidik.

(21 Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis
kepada Penyelidik atau Penyidik harus ditandatangani
oleh pelapor atau pengadu.

(3) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan
harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan
Penyelidik atau Penyidik.

(4) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis,
hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam
Laporan atau Pengaduan tersebut.

(5) Setelah menerima Laporan atau Pengaduan,
Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat
tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada
yang bersangkutan.

(6) Dalam . . .
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(6) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi
Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan
atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat
melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak
menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada
atasan Penyidik atau pejabat pengemban fungsi
pengawasan dalam Penyidikan.

(7) Penyelidik atau Penyidik dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangannya melampaui atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi
etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan,
Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan
kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau
Keluarga Tersangka.

(21 Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan karena:

a. tidak terdapat cukup alat bukti;
b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana;
c. Penyidikan dihentikan demi hukum;
d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap
Tersangka atas perkara yang sama;

e. kedaluwarsa;
f. Tersangka meninggal dunia;
g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;
h. tercapainya penyelesaian perkara melalui

mekanisme Keadilan Restoratif;
i. Tersangka membayar maksimum pidana denda

atas tindak pidana yang hanya diancam dengan
pidana denda paling banyak kategori II; atau

j. Tersangka . . .
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j. Tersangka membayar maksimum pidana denda
kategori IV atas tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan
Penyidikan, PPNS atau Penyidik Tertentu wajib
melibatkan Penyidik Polri.

(4) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan,
Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut
Umum, Korban, dan/atau Tersangka paling lama 1

(satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian
Penyidikan.

(5) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan
Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang.

Pasal 25

Penyidik dapat menggabungkan atau memisahkan perkara
untuk memudahkan Penyidikan.

Pasal 26

(l) Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/ atau
Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan
memperhatikan jangka waktu yang wajar dan
menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.

Pasal 27

Dalam hal terhadap penghentian Penyidikan yang
dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara
diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk
memeriksa sah atau tidalnya penghentian Penyidikan dan
pengadilan negeri memutuskan penghentian Penyidikan
tidak sah, Penuntut Umum wajib melakukan Penuntutan.
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Pasal 28

(l) Tersangka dan/ atau Saksi yang dipanggil wajib datang
di hadapan Penyidik.

(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang,
Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta
bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk
membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.

Pasal 29

(1) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil
tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan
patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan,
Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya
untuk melakukan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi menghindar dari
pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi
kediaman Tersangka dan/ atau Saksi tanpa terlebih
dahulu dilakukan pemanggilan untuk melakukan
pemeriksaan.

Pasal 30

(U Pemeriksaan terhadap seseor€rng yang disangka
melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan
kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.

(21 Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan
Penyidikan, Penuntutan, pembelaan terhadap
Tersangka atau Terdakwa dan dalam pemeriksaan di
sidang pengadilan atas permintaan Hakim.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan dan
penggunaan rekaman kamera pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 3O,
Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai
haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau
pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
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l2l Berita acara pemeriksaan terhadap Tersangka
dan/ atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan
Penyidikan dalam jangka waktu paling lama
1O (sepuluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai
dilaksanakan.

Pasal 38

(1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat
meminta Keterangan Ahli.

l2l Sebelum memberikan Keterangan Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), Ahli mengangkat sumpah atau
mengucapkan janji di muka Penyidik untuk
memberikan keterangan menurut
dengan sebaik-baiknya.

(3) Jika Ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan,
atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, Ahli
dapat menolak untuk memberikan keterangan yang
diminta.

Pasal 39

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari membuat berita acara yang
diberi tanggal dan memuat:

a. tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut
waltu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana
dilakukan;

b. nama dan tempat tinggal dari Tersangka dan/atau
Saksi;.

c. keterangan Tersangka, Saksi, dan/atau Ahli;
d. catatan mengenai akta dan/atau benda; dan
e. segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan

penyelesaian perkara.

Pasal 4O

Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari
setelah perintah Penahanan tersebut dijalankan, Tersangka
harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Pasal 41 ...

SK No 273619 A





BLIK INDONESIA

-27 -

Pasal 45

(l) Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada
pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut
atau Keluarganya dan dapat meminta keterangan
mengenai benda yang akan disita tersebut dengan
disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya
atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

(21 Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang
kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang
menguasai benda atau Keluarganya dengan diberi
tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau
pihak yang menguasai benda, atau Keluarganya dan
kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun
tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda
atau Keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara
Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan
ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol
oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau
Keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala
desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun
tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

(4) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda
tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau
cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara
Penyitaan dengan menyebut alasannya.

(5) T\rrunan atau salinan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyidik
kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik
atau pihak yang menguasai benda sitaan atau
Keluarganya, dan kepala desa/lurah atau nama
lainnya atau ketua rukun tetangga.

Pasal 46

(l) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai
berat dan/ atau jumlah menurut jenis masing-masing,
ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan,
dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda
yang disita atau Keluarganya, yang kemudian diberi lak
dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik.

(2) Dalam . . .
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(6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam
waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa
alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

Pasal 49

(1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan
menangani korban luka, keracunan, atau mati yang
diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik
berwenang mengajukan permintaan keterangan
kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/ atau
Ahli lainnya.

(21 Permintaan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan
menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka,
keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.

(3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada Ahli
kedokteran forensik dan/atau dokter pada rumah
sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara
baik dengan penuh penghormatan dan diberi label
yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat
identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau
bagian lain badan mayat.

Pasal 50

(l) Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan
pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari,
Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan
pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban.

(21 Dalam hal Keluarga Korban keberatan, Penyidik wajib
menerangkan dengan jelas maksud dan tqluan
pembedahan mayat kepada Keluarga Korban.

(3) Dalam hal Keluarga Korban keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau Keluarga Korban atau
pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan,
Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan
negeri setelah dilakukan pembedahan mayat.
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Pasal 5l
Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu
melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 5O ayat (1).

Pasal 52

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan
Penyidikan dibebankan kepada negara.

Bagian Kelima

Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Pasal 53

(1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/ atau Korban
berhak memperoleh pelindungan.

(21 Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.

(3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan
secara khusus dan tanpa batas waktu.

(41 Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban.

(5) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkoordinasi
dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi
di bidang pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan
pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban
dibebankan kepada negara.
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Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis
Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan
Pasal 56 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum

Pasal 58

Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik
dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara
berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing
dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

Pasal 59

(1) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
dalam penanganan setiap tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan secara setara,
saling melengkapi, dan saling mendukung.

(21 Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
dimulai dari pengiriman surat pemberitahuan
dimulainya Penyidikan yang dikirim oleh Penyidik
kepada Penuntut Umum.

(3) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dapat
dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi
informasi.

(41 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sebelum dan setelah hasil Penyidikan
dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum serta
wajib dituangkan dalam berita acara.

(5) Koordinasi yang dilakukan setelah hasil Penyidikan
dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum, hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap perkara.

(6) Pendapat Penuntut Umum dalam penelitian berkas
perkara meliputi aspek formal dan aspek materiel.
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(71 Pemberitahuan lengkapnya berkas perkara yang
diajukan Penyidik, dituangkan dalam surat
pemberitahuan yang ditandatangani oleh kepala
kejaksaan negeri selaku penanggung jawab
Penuntutan di wilayah hukum yang bersangkutan.

(8) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyidik
menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada
Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan.

Pasal 60

(1) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Penyidik
kepada Penuntut Umum dikirimkan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penyidikan
dimulai.

(21 Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat
pemberitahuan dimulainya Penyidikan diterima
kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum yang
ditunjuk untuk mengikuti perkembangan Penyidikan.

(3) Dalam berjalannya Penyidikan, Penyidik dapat
berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam
melengkapi berkas perkara, perpanjangan Penahanan,
dan/atau pemberitahuan penghentian Penyidikan.

Pasal 61

(1) Setelah Penyidikan selesai, Penyidik menyampaikan
hasil Penyidikan beserta berkas perkara kepada
Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian berkas
perkara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara
dari Penyidik.

(21 Dalam hal Penuntut Umum menilai berkas perkara
yang diterima dari Penyidik belum lengkap, Penuntut
Umum mengembalikan berkas perkara kepada
Penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang
harus dilengkapi berdasarkan hasil koordinasi.

(3) Penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui
Penyidikan tambahan sesuai hasil koordinasi dengan
Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya
pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum.

(4) Dalam . . .
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(4) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh
Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka
dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk
dilakukan Penuntutan.

Pasal 62

(1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil
Penyidikan tambahan masih belum lengkap, Penuntut
Umum mengembalikan berkas perkara kepada
Penyidik.

(21 Penyidik melengkapi berkas perkara dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) Hari untuk
menindaklanjuti berkas perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan mengundang Penuntut
Umum untuk melakukan gelar perkara yang dihadiri
oleh Penyidik, pengawas Penyidik, Penuntut Umum,
pengawas Penuntut Umum, dan Ahli.

(3) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status
perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan
surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan
memberitahukan surat penghentian Penyidikan
kepada Penuntut Umum.

l4l Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status
berkas perkara lengkap, Penyidik mengirim kembali
berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk
dinyatakan sebagai berkas perkara yang lengkap dan
selanjutnya dilakukan Penuntutan.

(5) Dalam keadaan Penyidik berkesimpulan bahwa
Penyidikan telah cukup bukti, sedangkan Penuntut
Umum berpendapat bahwa Penyidikan belum
maksimal, Penyidik dapat menyerahkan Tersangka
disertai dengan hasil Penyidikan dan bukti kepada
Penuntut Umum.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari
setelah menerima berkas perkara dari Penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penuntut Umum
menentukan perkara dilanjutkan atau tidak
dilanjutkan ke persidangan.

Pasal 63...
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Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi
antara Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENUNTUTAN

Bagian Kesatu

Penuntut Umum

Pasal 64

Penuntut Umum terdiri atas:

a. pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; dan

b. pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk
melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang.

Pasal 65

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan
dari Penyidik;

b. melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut
Umum untuk kepentingan melengkapi hasil
Penyidikan;

c. memberikan perpanjangan Penahanan, melal<ukan
Penahanan atau Penahanan lanjutan, dan/atau
mengubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpahkan oleh Penyidik;

d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan

ke pengadilan;
f. melakukan penghentian Penuntutan dengan

memberitahukan kepada Penyidik;
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g. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa
mengenai ketentuan waktu dan tempat perkara
disidangkan dan disertai surat panggilan kepada
Terdakwa dan Saksi, untuk datang pada sidang yang
telah ditentukan;

h. melaksanakan penetapan dan/ atau putusan Hakim
pengadilan negeri, Hakim pengadilan tinggi, atau
Halim Mahkamah Agung;

i. melakukan penyelesaian denda damai;
j. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme

Keadilan Restoratif;

k. melakukan Perjanjian Penundaan Penuntutan;
l. menerima Pengakuan Bersalah; dan
m. menutup perkara demi kepentingan hukum.

Pasal 66

(l) Denda damai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 huruf i merupakan mekanisme penghentian
perkara di luar pengadilan dengan membayar denda
yang disetujui oleh Jaksa Agung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
denda damai diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

(1) Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana
yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang.

(21 Dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut
perkara tindak pidana di luar daerah hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Untuk melaksanakan Penuntutan perkara di luar
daerah hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Penuntut Umum harus mendapatkan surat
pengangkatan sementara dari Jaksa Agung sebagai
Jaksa di daerah hukum Penuntutan dilaksanakan.
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f. Terdakwa membayar maksimum pidana denda
kategori IV atas tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori III;

g. tercapainya penyelesaian perkara melalui
mekanisme Keadilan Restoratif; atau

h. diberikannya amnesti atau abolisi.
(3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberitahukan kepada Tersangka dan jika
Tersangka ditahan, wajib segera dibebaskan.

(41 Salinan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) wajib disampaikan kepada Tersangka,
Keluarganya, atau Advokat, pejabat rumah tahanan
negara, Penyidik, dan Hakim.

Pasal 72

(l) Apabila pada waktu yang sama atau hampir
bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa
perkara, Penuntut Umum dapat melakukan
penggabungan perkara dan membuatnya dalam
1 (satu) surat dakwaan, dalam hal:

a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang
yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak
menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu
dengan yang lain; atau

c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu
dengan yang lain dan penggabungan tersebut
diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.

(21 Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam I (satu)
surat dakwaan tanpa memperhatikan gabungan dari
pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh
Undang-Undang khusus sepanjang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.

(3) Penuntut Umum dapat menuntut 2 (dua) atau lebih
Terdakwa dalam I (satu) surat dakwaan, jika Terdakwa
melakukan tindak pidana penyertaan.

Pasal 73...
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Pasal 73

(1) Pentrntut Umum menetapkan saksi mahkota
sebagqiman. dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan
ayat (3).

(21 Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana, jika
saksi mahkota membantu mengungkapkan
keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut
dipidana dalam perkara yang sama.

Pasal T4

(1) Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai
saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi
kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum
memanggil Tersangka yang akan dijadikan sebagai
saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas
isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.

(2) Kesepakatan perjanjian salsi mahkota dibuat secara
tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum,
calon saksi mahkota, dan Advokatnya, yang memuat
isi kesepakatan sebagai berikut:
a. keterangan yang akan diungkapkan dalam

persidangan Terdakwa pada persidangan lain;
b. syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi

oleh saksi mahkota;
c. pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh

Penuntut Umum kepada saksi mahkota; dan
d. imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh

Penuntut Umum.
(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
hanya dapat berupa:
a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup;
b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan

penjara sampai dengan 2/3 (d:ua pertiga) dari
maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang
dituntut; dan/atau

c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau
denda, jika ancaman hukuman dari pasal yang
disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(4) Penuntut. . .
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(3) Dalam hal Terdakwa mengalu bersalah, Terdakwa
wajib didampingi oleh Advokat dan pengakuan
tersebut dinyatakan dalam berita acara.

(4) Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang tertentu
sebelum persidangan pokok perkara dimulai.

(5) Persidangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan oleh Hakim tunggal.

(6) Dalam hal Pengakuan Bersalah disepakati, pedanjian
tertulis dibuat antara Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan persetujuan Hakim.

(71 Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) memuat sebagai berikut:

a. Terdakwa mengetahui konsekuensi dari
Pengakuan Bersalahnya, termasuk pengabaian
hak diam dan hak untuk diadili dengan acara
pemeriksaan biasa;

b. pengakuan dilakukan secara sukarela;
c. pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang

akan dituntut kepada Terdakwa sebelum
Pengakuan Bersalah dilakukan;

d. hasil perundingan antara Penuntut Umum,
Terdakwa, dan Advokat, termasuk alasan
pengurangan masa hukuman Terdakwa;

e. pernyataan bahwa perjanjian Pengakuan Bersalah
mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan
berlaku seperti Undang-Undang; dan

f. bukti dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa
untuk memastikan Terdakwa melakukan tindak
pidana.

(8) Hakim wajib menilai Pengakuan Bersalah dilalukan
secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan
pemahaman penuh dari Terdakwa.

(9) Dalam hal Hakim menerima Pengakuan Bersalah,
sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat.

(10) Dalam hal Hakim menolak Pengakuan Bersalah,
perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur
pemeriksaan dengan acara biasa.

(11) Setiap pelaksanaan Pengakuan Bersalah harus dicatat
dalam berita acara dan menjadi bagian dari berkas
perkara.

(12) Dalam . . .
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(12) Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa
Pengakuan Bersalah dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (11) dan didukung dengan 2 (dua)
alat bukti yang sah, Hakim memberikan putusan
sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara.

BAB IV

MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

(l) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk
memulihkan keadaan semula yang berupa:

a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak

pidana kepada Korban;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau

psikologis;
d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban

sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;
e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari

akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat

tindak pidana.
(2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) harus dituangkan dalam kesepakatan.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) Hari.

(4) Pencabutan Laporan atau Pengaduan hanya dapat
dilalukan setelah pelaku memenuhi seluruh
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara
wajib dihentikan dan dimintakan penetapan
pengadilan.
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(6) Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku
sampai dengan berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik wajib
membuat berita acara pelaksanaan mekanisme
Keadilan Restoratif yang memuat:

a. identitas para pihak;

b. isi kesepakatan;

c. bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh
kesepakatan; dan

d. alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh
Pelaku.

(71 Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara
sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.

(8) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada
tahap:

a. Penyelidikan;

b. Penyidikan;

c. Penuntutan; dan

d. pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 80

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan
terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana
denda paling banyak kategori III atau diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan;
dan/atau

c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana,
kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya
berupa pidana denda atau tindak pidana yang
dilakukan karena kealpaan.

SK No 273638 A

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

(21 Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban
dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap
Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku
dan Korban.

Pasal 8l
(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui:

a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak
pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya,
dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya;
atau

b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut
Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak
pidana, Tersangka, atau Terdakwa.

(21 Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan tanpa tekanan,
paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan,
kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang
merendahkan kemanusian terhadap Tersangka,
Terdakwa, Korban, dan/ atau Keluarganya.

Pasal 82

Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk:
a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak

pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat
serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan
tindak pidana kesusilaan;

b. tindak pidana terorisme;
c. tindak pidana korupsi;
d. tindak pidana kekerasan seksual;
e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum

khusus;
h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan

atau merugikan masyarakat; dan/ atau
i. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai

pengguna atau penyalahguna.
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Bagian Kedua

Mekanisme Keadilan Restoratif pada

Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 83

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap
Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan melalui
kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan
Penyelidik atau Penyidik.

(21 Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian
perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan
Penyelidik atau Penyidik.

(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik
menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.

(41 Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Penyidik
menerbitkan surat penghentian Penyidikan.

Pasal 84

Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada
Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua
pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) Hari.

Bagian Ketiga

Mekanisme Keadilan Restoratif pada

Tahap Penuntutan

Pasal 85

(l ) Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap
Penuntutan dilakukan melalui kesepakatan untuk
menyelesaikan perkara di hadapan Penuntut Umum.
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(4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik
Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 94

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga
melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua)
alat bukti.

Pasal 95

(1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan
memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka.

(21 Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Penyidik harus memberikan surat perintah
Penangkapan kepada Tersangka yang berisi:

a. identitasTersangka;
b. alasan Penangkapan;
c. uraian singkat perkara tindak pidana yang

dipersangkakan; dan
d. tempat Tersangka diperiksa.

(3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada
Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk
Tersangka atau ketua rukun warga/rukun tetangga
tempat Tersangka tinggal dalam waktu paling lama
1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan.

(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penangkapan
dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.

(5) Pihak yang melakukan Penangkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus segera menyerahkan
tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau
Penyidik Pembantu.

Pasal 96

Penangkapan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali
dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh
Undang-Undang.
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Pasal 103

(l) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk
kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) untuk
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.

(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut
Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan
Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui,
Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari
tahanan.

Pasal 104

(1) Halim pengadilan negeri yang Mengadili perkara
dengan penetapannya dapat melakukan Penahanan
untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) untuk
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(21 Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim
pengadilan negeri mengajukan permohonan
perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan
negeri untuk jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) Hari.

(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui,
Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan
Tersangka dari tahanan.

Pasal 105

(1) Hakim pengadilan tinggi yang Mengadili perkara untuk
kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang
mengeluarkan penetapan Penahanan untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
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(21 Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim
pengadilan tinggi mengajukan permohonan
perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan
tinggi untuk jangka waktu paling lama 6O (enam
puluh) Hari.

(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui,
Hakim pengadilan tinggr wajib mengeluarkan
Tersangka dari tahanan.

Pasal 106

(l) Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, Hakim agung
berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(21 Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penahanan
dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung
untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.

(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui,
Hakim agung wajib mengeluarkan Tersangka dari
tahanan.

Pasal 1O7

(l) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat
diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut
untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau
Terdakwa karena:
a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik

atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter; atau

b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan
pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk jangka waktu paling lama 3O (tiga
puluh) Hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih
diperlukan, dapat diperpanjang kembali untuk jangka
waktu paling lama 3O (tiga puluh) Hari.
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(3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dan
laporan pemeriksaan pada tahap:

a. Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua
pengadilan negeri;

b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh
ketua pengadilan tinggi;

c. pemeriksaan banding diberikan oleh Ketua
Mahkamah Agung; atau

d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua
Mahkamah Agung.

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan Penahanan
oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara bertahap dan dengan penuh
tanggungjawab.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka
atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu
Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah
dipenuhi.

(6) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun
perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum
diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(71 Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa
dapat mengajukan keberatan pada tahap:

a. Penyidikan dan Penuntutan kepada ketua
pengadilan tinggi; atau

b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan
banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

(8) Terhadap perpanjangan Penahanan pada tingkat
pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud ayat (3)
huruf d, Terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan
karena Mahkamah Agung merupakan peradilan
tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan
tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.
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Pasal 115

Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:

a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang
Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan
Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah
dan/ atau upacara keagamaan; atau

c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang
pengadilan.

Pasal 116

Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan
rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya,
Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua
pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah
hukum tempat Penggeledahan tersebut dilakukan.

Pasal 117

(1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyelidik hanya
berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang
dibawanya serta apabila terdapat dugaan dengan
alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat
benda yang dapat disita.

12) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal
Tersangka sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang
menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan
Tersangka.

Bagian Keenam

Penyitaan

Pasal 118

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan
Penyitaan.
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Pasal 119

(1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan
permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri
tempat keberadaan benda tersebut.

(21 Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memuat informasi lengkap mengenai benda
yang akan disita minimal meliputi:
a. jenis;
b. jumlah dan nilai barang;
c. lokasi; dan
d. alasan Penyitaan.

(3) Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat
permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung
sejak permohonan izin diajukan.

l4l Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi
tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan
disita sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(5) Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) Hari terhitung sejak penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.

Pasal 120

(1) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan
Penyitaan lanpa izin ketua pengadilan negeri hanya
atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta
persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.

l2l Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. letak geografis yang susah dijangkau;
b. Tertangkap Tangan;
c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan

menghilangkan barang bukti secara nyata;
d. benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
e. adanya ancaman serius terhadap keamanan

nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan
tindakan segera; dan/ atau

f. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.
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Pasal 125

(1) Penyitaan terhadap benda yang pemiliknya tidak
diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat (1) huruf f, diajukan permohonan Penyitaan oleh
Penyidik kepada ketua pengadilan negeri.

(21 Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama
3 (tiga) Hari memerintahkan panitera untuk
mengumumkan permohonan Penyitaan pada papan
pengumuman Pengadilan Negeri dan/atau media lain
guna memberikan kesempatan kepada pihak yang
merasa berhak atas benda untuk mengajukan
keberatan.

(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap
permohonan Penyitaan, ketua pengadilan negeri
menunjuk Hakim tunggal untuk memeriksa,
Mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan.

l4l Berdasarkan permohonan Penyitaan yang diajukan
oleh Penyidik, Hakim memutus benda tersebut sebagai
aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

(5) Hakim harus memutus permohonan Penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu
paling lama 7 (tuluh) hari kerja terhitung sejak Hari
sidang pertama.

Pasal 126

Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:

a. benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak
pidana;

b. benda yang patut diduga telah digunakan untuk
melakukan tindak pidana; dan/ atau

c. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 127

(l) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik berwenang
menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya
atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan
telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau
perusahaan jasa pengangkutan sepanjang paket, surat,
atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau
yang berasal dari Tersangka.
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(21 Setelah melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Penyidik memberikan surat tanda
penerimaan kepada Tersangka dan pejabat kantor pos
dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau
perusahaan jasa pengangkutan.

Pasal 128

(1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang
memiliki atau menguasai benda yang dapat disita
untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk
kepentingan pemeriksaan.

(21 Penyidik harus memberikan tanda terima kepada
orang yang menyerahkan benda tersebut.

Pasal 129

(l) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan
untuk diserahkan kepada Penyidik, jika surat atau
tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.

(2) Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau
seseorang yang mempunyai kewajiban menurut
Undang-Undang untuk merahasiakannya, sepanjang
tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat
dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang
tersebut atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri
setempat, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Pasal 130

(l) Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib
bertanggung jawab atas benda sitaan.

(2) Benda sitaan dapat disimpan pada:
a. rumah penyimpanan benda sitaan negara;
b. tempat yang disediakan oleh Penyidik untuk

kepentingan Penyidikan; atau
c. tempat yang disediakan oleh Jaksa untuk

kepentingan Penuntutan.
(3) Pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-

baiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomis
dari benda sitaan.
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(4) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa
pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk
kepentingan pemeriksaan perkara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan
penyimpanan benda sitaan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 131

(1) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 terdiri atas benda yang dapat lekas rusak
atau membahayakan, sehingga tidak mungkin
disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap
perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan
hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan,
dimusnahkan, atau dilelang oleh Penyidik atau
Penuntut Umum dengan persetujuan Tersangka atau
Terdakwa dan/atau Advokatnya dan disaksikan oleh
Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, atau Terdakwa
dan/ atau Advokatnya.

l2l Jika Tersangka atau Terdakwa tidak memberikan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Penyidik atau Penuntut Umum membuat berita acara
penolakan paling lama 3 (tiga) Hari dan lelang tetap
dilaksanakan.

(3) Benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat dibeli oleh Tersangka atau
Terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan
keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan
semenda, dan hubungan kerja atau keuangan.

(4) Dalam hal benda sitaaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dilelang, namun berdasarkan putusan
berkekuatan hukum tetap tidak dirampas untuk
negara, maka uang hasil penjualan lelang barang
sitaan tersebut harus dikembalikan kepada yang
berhak paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak
putusan berkekuatan hukum tetap.

(5) Dalam hal terdapat bunga keuntungan atau bentuk
keuntungan lain dari hasil penyimpanan benda sitaan
yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka perampasan dan pengembalian uang hasil lelang
benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan
atau keuntungan lain tersebut.

Pasal 132. . .
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l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima
kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain
secara langsung atau melalui perantaraan Advokat;

m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada
Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;

n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan
Restoratif;

o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang
yang memiliki keahlian khusus;

p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi;
dan/ atau

q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak
manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat
manusia selama proses hukum yang dijalankan
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB VII

HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS,
PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Hak Saksi

Pasal 143

Saksi berhak:

a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun
perdata atas kesaksian dan/ atau Laporan yang akan,
sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau
Laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;

b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan
Advokat dalam setiap pemeriksaan;

c. mendapat Bantuan Hukum;

d. memberikan keterangan tanpa tekanan;

e. mendapat Penerjemah atau juru bahasa;

f. bebas. . .
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g. mendapat informasi mengenai Putusan Pengadilan;

h. mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;

i. memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi,
Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari
ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan,
sedang, atau telah diberikannya;

j. dirahasiakan identitasnya;

k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama
proses penanganan perkara;

l. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;
m. melakukan mekanisme Keadilan Restoratif;

n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan
bentuk pelindungan dan dukungan keamanan;

o. mendapat bantuan medis dan Rehabilitasi psikososial
dan psikologis;

p. mendapat nasihat hukum;
q. mendapat pendampingan oleh Pendamping pada setiap

pemeriksaan dalam proses peradilan;

r. mendapat tempat kediaman sementara;

s. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas
pelindungan berakhir;

t. memperoleh penggantian biaya transportasi selama
proses pemenuhan layanan;

u. mendapat identitas baru;
v. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan

yang diajukan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan
hukum tetap;

w. mendapat tempat kediaman baru;

x. menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana
yang dialaminya secara tertulis atau lisan; dan/ atau

y. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak
manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat
manusia selama proses hukum yang dijalankan
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
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(21 Perempuan yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), selain memiliki
hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi,
Korban, atau Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146,
juga memiliki hak:
a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan

pernyataan yang merendahkan, menyalahkan,
dan/atau mengintimidasi dalam setiap tahap
pemeriksaan;

b. mendapatkan pertimbangan situasi dan
kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional
akibat ketidaksetaraan gender;

c. mendapatkan Pendamping dalam setiap tahap
pemeriksaan;

d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio
visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di
tempat lain, jika kondisi kejiwaannya tidak sehat
diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis
berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
dan/atau

e. mendapatkan pertimbangan spesilik berbasis
kerentanan dan kebutuhan gender dalam setiap
keputusan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim
dalam melaksanakan seluruh kewenangan dalam
Undang-Undang ini.

Bagian Kelima
Hak Orang Lanjut Usia

Pasal 148

(1) Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka,
Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.

(21 Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), selain memiliki hak sebagai Tersangka,
Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, atau Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
sampai dengan Pasal 146, juga memiliki hak:
a. pelayanan, sarana, dan prasarana khusus yang

sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap
tahap pemeriksaan;
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